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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto: 

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang 

berusaha”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Sejalan dengan perkembangan dari sebuah perekonomian di Indonesia maka akan 

diikuti pula dengan suatu kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak dipandang suatu 

bagian yang sangat penting dalam sebuah penerimaan oleh negara. Pajak merupakan 

salah satu pendapatan negara yang utama pada saat ini selain penerimaan negara dari 

minyak dan gas bumi, maka dari itu pemerintah berusaha untuk memaksimalkan 

penerimaandari sektor pajak itu sendiri. 

Dalam era pemungutan pajak sekarang ini, pemerintah menghadapi banyak dari 

berbagai permasalahan yang timbul. Adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan 

oleh wajib pajak maupun oknum - oknum pemungut pajak, hal ini  menyebabkan 

negara dirugikan karena kurangnya kesadaran warga negara dalam memenuhi 

kewajiban kenegaraanya. 

Pemerintah sendiri melakukan perubahan Peraturan Perpajakan dalam 

kewenangannya untuk mengurangi celah praktek pengelapan pajak atau pun 

penghindaran pajak. Perubahan peraturan ini diharapkan agar wajib pajak tidak 

terbebani dengan besarnya pajak yang harus dibayarkannya dan  mengurangi 

seminimal mungkin kewajiban pajak yang dikenakan bagi wajib pajak  serta beban 

yang dipikul, sehingga mampu mengurangi usaha-usaha penghindaran pajak atau 

praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Salah satu 

contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 

Perubahan pada tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak 

runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, 
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cita –cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan–perubahan 

yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan. Peraturan dari perpajakan selalu 

disempurnakan sejalan dengan suatu perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu 

dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya ialah terhadap UU Pajak 

Penghasilan. 

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih 

memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih 

dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang– 

undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 

10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Pajak Penghasilan 

No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang–undang No. 36 Tahun 2008. 

Perubahan Undang – undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap 

berpegang teguh pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu 

keadilan, kemudahan / efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta 

tetap mempertahankan self assessment system. 

Pemungutan pajak dengan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang, dalam self assessment system wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, 

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang–undang pada suatu 

masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. Hal ini berarti bahwa 

wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang – undang 

mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
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Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam self assessment system, 

mewajibkan kepada wajib pajak untuk memliki kemampuan dalam memahami dan 

menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap 

peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta 

menyadari akan pentingnya membayar pajak. Telah banyak upaya perubahan untuk 

memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak 

wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan 

Pasal 21 dalam hal penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya. 

Selain ketentuan Peraturan Undang – undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang 

dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah 

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER- 31/PJ./2009. Begitu banyak peraturan yang 

telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi 

pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan 

yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya 

secara penuh termasuk salah satunya ialah Pegawai kantor Pemerintahan yang juga 

berstatus sebagai wajib Pajak. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau 

proses penahapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan 

Undang–undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi 

kewajiban perpajakannya secara lebih baik. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetorkan ke kas Negara dan 

penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan 

untuk diserahkan ke kantor pajak. Dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji 

pegawai tetap terdapat mekanisme yang harus dipatuhi. Perlu adanya pembahasan yang 

menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini 

terjadi apakah telah sesuai dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 



4 
 

31/PJ/2012, sehingga perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian penghitungan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak panghasilan. 

Dalam penelitian ini untuk menghitung Pajak Penghasilan yaitu dengan mengalikan 

tarif PPh dengan Penghasilan kena Pajak (PKP). Sedangkan tarif PPh dibedakan menjadi 

dua yaitu : 

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2005 s.d. 2008 

 

Tabel 1.1 

 

Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 
 
 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% 

Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 10% 

Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 

 

100.000.000,00 

 
15% 

Diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 

 

200.000.000,00 

 
25% 

Diatas Rp 200.000.000,00 35% 
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2. Wajib Pajak Orang Pribadi Mulai Tahun 2009. 

 

Tabel 1.2 

 

Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 
 
 

Lapisan penghasilan kena pajak Tarif pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 

 

250.000.000,00 

 
15% 

Diatas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp 

 

500.000.000,00 

 
25% 

Diatas Rp 500.000.000,00 30% 

 

 

 

Untuk menghitung penghasilan kena pajak orang pribadi adalah jumlah 

penghasilan bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan PTKP 

sebagai berikut : 

1. PTKP Tahun 2005 s.d. 2008 

 

a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri wajib pajak 

orang pribadi. 

b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak 

yang kawin. 

c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk 

seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan 

syarat : Istri sebagai karyawati yang memperoleh penghasilan yang telah 

dipotong PPh 21, dan pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha dan 

pekerjaan bebas suami. 



6 
 

d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) 

orang untuk setiap keluarga. 

2. PTKP Mulai Tahun 2009 

 

a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 

diri Wajib Pajak orang pribadi. 

b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 

wajib Pajak yang kawin. 

c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan; 

d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan 

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 

(tiga) orang untuk setiap keluarga. 

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto 

dikurangi dengan biaya jabatan: 

1. Biaya Jabatan Tahun 2006 s.d. 2008 

 

Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah 

Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau 

Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan. 
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2. Biaya Jabatan Mulai Tahun 2009 

 

Besarnya Biaya Jabatan mulai 1 Januari 2009 telah berubah. Ketentuan tersebut 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 250/PMK. 03/2008. 

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 

penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 

5% dari Penghasilan Bruto, setinggi- tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 

500.000,00 sebulan. 

Untuk pelaporan pajak pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, telah 

menggunakan proses E-billing. Untuk PPh 21 yang telah dilakukan proses lewat E-billing 

pada tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 637.610.661,- 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti mengajukan skripsi 

dengan konsentrasi Keuangan Negara khususnya mengenai perpajakan tentang pajak atas 

penghasilan atas gaji pegawai pemerintahan dengan judul “kefektifan prosedur, 

pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor 

sekretariat daerah kabupaten muara enim”. 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana keefektifan prosedur pembayaran dan pelaporan 

pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim telah sesuai 

dengan Undang - undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ?” 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
1. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan 

Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim telah sesuai dengan 

Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008? 

2. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian berjudul kefektifan prosedur pembayaran dan pelaporan 

pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim 

telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ini 

mempunyai manfaat yaitu: 

1) Manfaat Teoritis 

 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan untuk penulis dan pembaca tentang 

perpajakan, serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang 

administrasi negara khususnya pada kajian administrasi keuangan 

negara. 

2) Manfaat Praktis 

 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

masukan untuk pemerintah khususnya pemerintah Muara Enim. 
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